
BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWATIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR £g TAHUN 2015
TENTANG

PERLINDUNGAN HASIL PELAKSANAAN

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

(PNPM-MPd) DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah model

pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan

kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan perlu disusun Pedoman Pengelolaan Hasil

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);








































